BUPATI SIMEULUE

QANUN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR 10 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DA‘ERAH AIR MINUM {PDAM) TIRTA'FLLAWAN

Menimbang :

Mengingat :

a.

&7

KABUPATEN SIMEULUE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI SIMEULUE,

bahwa dalam rangka mengopiimatkan penanggutangan Alr Minum
yang bersih dan sehat yang merupakan arggung jawab Pemefintah
Kabupaten Simeulus;

balvwa untuk menyelenggarakan sistem penyediaaan air minum di
Kabupaten Simeulue dipandang periu meningkatkan ; status kantor
Pelayanan Air Bersih Kabupalen Simeulue menjadi Perusahasn
Dasrah Afr Minum Kabupaten Simetiue; .

|
bafva b pertimbangan dimaksuel dalam
Bt 2 dan hunl b diatas perty menetapkan dalam suat Gianurg

Undang-Undang Nowmor £ Tahun 1982 tentang Perusahaen Dasrah
{Lombaran Negara Repubil Indonesia Tehun 1862 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Negars Nomaor 2387); "

Undang-Undang Memor § Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepsgawaian (Lembaran Negara Republic Indanesia Tahun 1874
Nomar 55, Tambahan tembaran Negara Republik Indonssia Notmpr
3041), sebagaimans telah duban dengan Uindang-Undang Homar
43 Tahun 1889 (Lembaran Hegara Republik Indonesia Tahun 1999
Moror 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesar
Namor 3690); i

Undang - Undang Momar 48 Tahun 1995 tentang Pembentukan
Kabupaten Bireusn dan Kabupaten Simeulue ( Lembaran Negara
Republix Indonasia Tahun 1999 Moror 176, Tambahan Lernbaran
Negara,Republik Indanesia Nomor 3897) sabagaimang telah divbah
dengan Undang ~ Undang Momor B Tahun 2000 { Lambaran Negara
Republik indonesia Tahun 2000 Momor 75, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Homor 3963);

Undang-Undang Nomar 7 Tahun 2004 tentang Suiiber Gaya Air
(Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2004 Nomer 32
Tambahan Lembaran Negara Republix Indonesia Norior 4377);
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. Undang-Undang Nemor 10 Tahun 2004 tentang 'Pembentukan
Petaturan Perundang-undangan  (Lembaran  Negara Republilc
Indonesia Tahun 2004 Namor 53, Tambahan Lembaran Negaca

Republik Indonesia Nemor 4340),

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Dasrah { Lembaran Negara Republic Indenesia Tahun 2004 Nomer
126, Yambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 4437)
sebagaimana teiah diubah dengan Undang-Undang Momaor 8 Tahi
2005 tantang Penetapan Paraluran Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomer 3 Tahun 2005 fentang Perubahan Alas Undang-
Undang Momeor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daeah
menjadi Undang-Undang {tembaran Negare Republik Indonesia
Tahun 2005 Momar 128, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomar 4548)

7. Undang-Undang Momor 33 Tahun 2004 tentang  Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat'dan Pemerintahan
(Lembaran Negara Republk ladonesia Tahun 2004 Momor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438}

8. Undang-Undang Nomor 1t Tahun 2006 tentang' Pemerintahan
Aosh (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2006 Nomar 62
Tambahan Lembaran Negara Repubkik Indonesia Nomor 4633);

9. Peratluran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 fantang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi dan Daerah K

Negara Republik kdonesia Tahun 2007 Nemor

Lembaran Negara Nomor 4737);

10. Keputusan Menteri Dafam Neger Nomor 2 Tahun' 2007 tentang
+  Organ Kepegawaian Perusahean Dasrah Ajr Minum;

11. Qanun Pravinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2007
tentang Tata Cara Pembentukan Qanun {Lembaran Dasrah Provinsi
Manggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor ‘3. Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 3y,

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAM RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE
an
BUPAT! SIMEULUE
MEMUTUSKAN
i
© QANUN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG PEMBENTUKAN
Menatapkan : PERUSAHAAN DAERAH AR  MINUM TIRTA  FULAWAN
KABUPATEN SIMEULUE i
BAB
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

DBalam Qanun ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Simaulus:
%, ~Pemetintah adalsh Pemsrntah Kabunater




4. Dewan Perwakiat Ralyal Kabupaten yang selanfulaya disebut DPRK adalah Dewan
nwakllan Rakyat  Kabupalen Simeuke sebagai unstr Pemerintahan Daerah
Kabupaten Simeutue;

§. Perusahaan Daerah Afr Minum yang selanfutnya disingkat PDAM adaizh Perusahaan
Mik Oaersh Kabupslen Simeulus yang dididken untuk menyelenggarckan
pengembangan sistem penyediaan air minum i sefuruh wilayah Kabupaten Simeulug;

6. Dewan Pengawas adalah Dewan -Pengawas Perusahaan Air Minum Kabupaten
Shmeulug;

7. Direksi adalah Dicektur PDAM Kabupaten Simeulue;

8. Cabang Perusahaan adalah Cabang PDAM Ksbupaten Simeulue;

9. SPAM adath Ststm Pengelaiaan Air Minum.

BAB I
PEMDERIAN
Pasai2

Dengan Qanun ini dibentul. Perusahaan Dasvah Alr Minurn Tirta Fulawan sebagai Badan
Usaha Miflk Dasrah Kabupaten Simeutus.

Pasai3
PDAM herkedudukan dan berkantor pusat df fouhota Kabupaten Simeulie dan dapat
membuka cabang maupun penwakilan,

BAS I

SIFAT, TUJUAN DAN BIDANG USAHA

Pasal4
Bifat isaha PDAM adalah menyelenggarakan pelayanan umum dibidang air.rinum,

Pasal §

Tujuan usahz PODAM :

2 Memberikan palayanan kebutuhan air minum yang memenuhi syarat-syarat kesehatan
kepada masyarakat;

b. Menunjang pembangunan daerah;

€. Menunjang pembangunan ekenomi nasianal

d. Menghimpun dana sebagai salah satu sumber Pandapatan Asli Dagrah.

Pasal6

Perusahaan Daerah Air Minum dalam memberkan pelayanan air minum baii masyarakat
mempunyal lapangan usaha-sebagal berikut; :

a. membangun, memefhara, dan n operasi sarana air minum
yang cukup dan sehal;

. melayani, menyempurnakan dan mengawasi pemakaian air minum secars meratz dan
efisien;

o

o]

Untuk egah adanya pi ilan air sacara Far;
menyalurkan air minum kepada masyarakat Konsemen secara terfib dan feratur.

o
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BAB IV
MODAL

Pasal 7

Penyertaan modal awal Pervsahean Daerah Air Minum ditetapkan sebesar Rp.
1.000.000.000,- {gatu milyar Rupiah);

Penyertaan modal borkutnyz ditetapkan dengan Persturan Bupal atas persetujuan
DPRD Kabupalen Simeulus;

Perusshaan Daerah Alr Minum dapat mencmbah modal dengan menjual saham atay
obligasi kepada masyarakat dan atdn phak lainnya; i

Hibah stau sumbargan pihak lainnye eken menjadi penambahan aset Perusahaan
Daerah Air Minum;

Pemarintah Daerah menguasai paling sedkit 51 % (lima puluh satu persen) saham
pada Perusahaan Daerah Air Minum;

Semua alat likuidasi disimpan pada Bank Pembangunan Daerah Cdbang Sinabang
atay Bank Pemetintah kinnya yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB ¥
SAHAM ~ SAHAM
Pasal 8

Saham dikeluarkan atas nama perusshaan daerah dengan pertimbangan Badan
Pengawas. -

Surat - surat saham dibesikan nomor urut dan ditanda tangani oleh direktur utama dan
Kelua Badan Pengawas alau apabila ketua Badan Pengawas berhalangan oleh
Direktur Utama bersama salah seorang anggota badan pengawas atau apabila
direklur utama atau ketua badan pengawas berhalangan oleh seorang direkiur atau
bersama seorang anggota badan pengawss.

BAB Vi
PENGELOLAAN PERUSAHAAN

Pasai 9

PDAM dikelala berdasarkan prinsip-prinsip ekanomi perusahaan yang sehat dengan telap
memperhatikan fungsi pelayanan umum untuk memberkan kesejshteraan kepada
masyarakat Simeuiue.

BAB VIl
PENGURUS

Pasal 10

Pengurus PDAM terdini dari:

a
b

Direksi;
Dewan Pengawas.



BAB VI
DIREKS!

Bagian Pertama
Pengangkatan
Pasal 14
(1) Direksi diangkat oleh Bupati atas usuf Dawan Pengawas.

(2) Direkst sebagaimana dimaksud pada ayat (1} diangkat berdasarkan syarat — syarat
ng i untuk i duerah sesuai

dengan keteloan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

1. Syarat— syarat umum.

Bertaqwa kepuda kepada Allah SWT;

Hempunyal akhizk maral yang tidak tercela;

Eelfa dantaat kepada negara dan Pemerintah Republik indonesia;

Tdak pemah teribat btk langsung meupun ldsk bngeung datam setiap
keglatan yang mengkhisnati Negara Kesstuan Republk Indonocia yang
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 atay organisasi
terlarang lainnya;

Memptnyai rasa pengabdian terhadap nusa, bangsa dan agama;

Tidak dioabut hak pilifnya berdasarkan putusan pengaciian;

Sehat jasmani dan rohan! serta berumur eakurang-kurangnyz 35 (tigs puich lima)

pomp

7 wre

{ahun;
Bertempat tinggal i wilayah Kabupalen Simeulue,

s

Syarat — syarat Khusus.

Mempunyal pandidikan (3,1) sesual bidangnya;

Membuat dan menyajikan proposal mengenal visi dan s PDAM;

Tidak ferkat hubungan keluarga dengan Bupatiiwakil Bupatl alau Dswan
Pengawas atau Direksi fainnya campai deraat kefiga menurut garis lurus ata
kesamping termasuk menantu dan ipar;

sep

d. Mempunyai kepribacian dan sifat kspemimpinan;

e i 1dan dalam Daarah;
f. Berwibawah dan fujur;

9. bersedia bekerja penuh wakiu:

{3) Bireksi tidak dibenarkai merangkap jabaten kain kecuali dengan izin tertulls Bupati,

(4} Pengangkatan Oireks| sebagaimana dimaksud pada ayat (1} diangkat dleh Bupati
setelah lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim shii yang diturfuk.
oleh Bupati.

Pasal 12
Panentuan jumieh Anggota Direksi dlakukan berdasarkan asas efisiens! dan cloktivitas
X 1 dan jumlah yang dilayani PDAM. .
Pasal 12

() Masa Jabatan Direksi  paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk
1{satu) kall masa jabatan.

{2} Pengecualian sehagaimana dineksud pada ayat (1) dapat dilakukan sgabila sEorang
Direktur diangkat sebagai Direktur Utama,



